
 

BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  PONOROGO 

NOMOR  5  TAHUN  2016 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis 
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 

dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/152.K/-KPTS/013/2016 tentang Pengesahan Peraturan Bupati 

Ponorogo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 merupakan dasar Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

S A L I N A N 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pmbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur  & Undang-Undang 16 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4287); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);    

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4712); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5340); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4575); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) 

sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4578); 
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5272); 
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  28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5694); 

  30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 525); 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban, Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 



- 6 - 
 

  34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan 
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; 

  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah; 

  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

  38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah 
Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 

19/C); 

  39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C); 

  40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); 

  41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 

2007 Nomor 3/C); 

  42. Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke 
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 

2010 Nomor 2); 

  43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3); 
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  44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Prekreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4); 

  45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6); 

  46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3); 

  47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 4); 

  48. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11); 

  49. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12); 

  50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13); 

  51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4); 

  52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3); 

  53. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15); 

  54. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 

17); 
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  55. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 13); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN NPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

Dan 

BUPATI PONOROGO 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016. 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 2.088.240.035.540,00 bertambah sejumlah            
Rp. 20.537.948.968,57 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.108.777.984.508,57 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan      

 a. Semula Rp. 2.088.240.035.540,00    

 b. Bertambah Rp. 20.537.948.968,57    

  Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp. 2.108.777.984.508,57  

2. Belanja      

 a. Semula Rp. 2.253.555.084.512,80    

 b. Bertambah Rp. 148.450.487,63    

  Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp. 2.253.703.535.000,43  
  Defisit setelah Perubahan   Rp. (144.925.550.491,86)  
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3. Pembiayaan      

 a. Penerimaan      

  1) Semula Rp. 168.315.048.972,80    
  2) Bertambah Rp. 3.425.567.086,04    

   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan   Rp. 171.740.616.058,84  

 b. Pengeluaran      
  1) Semula Rp. 3.000.000.000,00    
  2) Bertambah Rp. 23.815.065.566,98    

   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan   Rp. 26.815.065.566,98  

   Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan   Rp. 144.925.550.491,86  

   Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan  Rp. 0,00  
 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  l angka 1 terdiri dari: 

 a. Pendapatan Asli Daerah      

  1) Semula Rp. 212.719.797.000,00    
  2) Bertambah Rp. 10.433.567.741,00    

   Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan  Rp. 223.153.364.741,00  

 b. Dana Perimbangan      
  1) Semula Rp. 1.608.792.995.540,00    

  2) Berkurang Rp. (54.362.151.647,86)    

   Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan   Rp. 1.554.430.843.892,14  

 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah      
  1) Semula Rp. 266.727.243.000,00    

  2) Bertambah Rp. 64.466.532.875,43    

   Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 331.193.775.875,43  

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis  pendapatan: 

 a. Pajak Daerah      
  1) Semula Rp. 47.304.060,000,00    
  2) Bertambah Rp. 6.528.000.000,00    
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   Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan   Rp. 53.832.060.000,00  

 b. Retribusi Daerah      
  1) Semula Rp. 9.084.547.000,00    

  2) Bertambah Rp. 108.073.000,00    

   Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan   Rp. 9.192.620.000,00  

 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan     

  1) Semula Rp. 1.334.021.000,00    
  2) Berkurang Rp. (274.957.372,00)    

   Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan setelah Perubahan 

  Rp. 1.059.063.628,00  

 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah      
  1) Semula Rp. 154.997.169.000,00    

  2) Bertambah Rp. 4.072.452.113,00    

   Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
sah setelah Perubahan 

  Rp. 159.069.621.113,00  

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

 a. Dana Bagi Hasil      
  1) Semula Rp. 76.711.630.000,00    

  2) Berkurang Rp. (1.574.104.000,00)    

   Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan   Rp. 75.137.526.000,00  

 b. Dana Alokasi Umum      
  1) Semula Rp. 1.062.582.799.000,00    

  2) Berkurang Rp. (76.958.296.688,00)    

   Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan  Rp. 985.624.502.312,00  

 c. Dana Alokasi Khusus      

  1) Semula Rp. 469.498.566.540,00    
  2) Bertambah Rp. 24.170.249.040,14    

   Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan  Rp. 493.668.815.580,14  
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Hibah      

  1) Semula Rp. 0,00    
  2) Bertambah Rp. 23.815.065.566,98    

   Jumlah Hibah setelah Perubahan   Rp. 23.815.065.566,98  

 b. Dana Darurat    
  1) Semula Rp. 0,00    
  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Pendapatan lainnya setelah Perubahan  Rp. 0,00  

 c. Dana Bagi Hasil Pajak      
  1) Semula Rp. 72.321.637.000,00    

  2) Bertambah Rp. 30.935.010.308,45    

   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan  Rp. 103.256.647.308,45  

 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus      
  1) Semula Rp. 181.898.233.000,00    

  2) Bertambah Rp. 1.100.000.000,00    

   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
setelah Perubahan  

 Rp. 182.998.233.000,00  

 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah lainnya    
  1) Semula Rp. 12.507.373.000,00    

  2) Bertambah Rp. 8.616.457.000,00    

   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dari 

Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan 

 Rp. 21.123.830.000,00  

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  angka  2 terdiri  dari: 

 a. Belanja-Belanja Tidak Langsung      
  1) Semula Rp. 1.503.734.514.000,00    
  2) Berkurang Rp. (116.069.654.265,64)    

   Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan  Rp. 1.387.664.859.734,36  
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 b. Belanja-Belanja Langsung      
  1) Semula Rp. 749.820.570.512,80    

  2) Bertambah Rp. 116.218.104.753,27    

   Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan   Rp. 866.038.675.266,07  

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja: 

 a. Belanja Pegawai      
  1) Semula Rp. 1.150.414.542.000,00    
  2) Berkurang Rp. (141.553.431.465,64)    

   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   Rp. 1.008.861.110.534,36  

 b. Belanja Bunga      
  1) Semula Rp. 0,00    

  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan   Rp. 0,00  

 c. Belanja Subsidi      
  1) Semula Rp. 0,00    

  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan   Rp. 0,00  

 d. Belanja Hibah      

  1) Semula Rp. 6.004.450.000,00    
  2) Bertambah Rp. 10.608.000.000,00    

   Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan   Rp. 16.612.450.000,00  

 e. Belanja Bantuan Sosial      

  1) Semula Rp. 8.768.506.000,00    
  2) Bertambah Rp. 6.490.437.500,00    

   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan   Rp. 15.258.943.500,00  

 f. Belanja Bagi Hasil      
  1) Semula Rp. 6.281.026.000,00    

  2) Bertambah Rp. 837.527.700,00    

   Jumlah Belanja Bagi hasil setelah Perubahan   Rp. 7.118.553.700,00  
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 g. Belanja Bantuan Keuangan      
  1) Semula Rp. 325.265.990.000,00    

  2) Bertambah Rp. 4.547.812.000,00    

   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan  Rp. 329.813.802.000,00  

 h. Belanja Tidak Terduga      

  1) Semula Rp. 7.000.000.000,00    
  2) Bertambah Rp. 3.000.000.000,00    

   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan   Rp. 10.000.000.000,00  

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 

 a. Belanja Pegawai      
  1) Semula Rp. 67.567.941.393,80    

  2) Bertambah Rp. 1.008.813.737,14    

   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   Rp. 68.576.755.130,94  

 b. Belanja Barang dan Jasa      
  1) Semula Rp. 275.393.819.517,00    

  2) Bertambah Rp. 25.829.424.567,93    

   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan   Rp. 301.223.244.084,93  

 c. Belanja Modal      

  1) Semula Rp. 406.858.809.602,00    
  2) Bertambah Rp. 89.379.866.448,20    

   Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan   Rp. 496.238.676.050,20  
 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 terdiri dari: 

 a. Penerimaan sejumlah  Rp. 171.740.616.058,84      
  1) Semula Rp. 168.315.048.972,80    

  2) Bertambah Rp. 3.425.567.086,04    

   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan   Rp. 171.740.616.058,84  
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 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 26.815.065.566,98      
  1) Semula Rp. 3.000.000.000,00    

  2) Bertambah Rp. 23.815.065.566,98    

   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan   Rp. 26.815.065.566,98  

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

 a. SILPA tahun anggaran sebelumnnya sejumlah  Rp. 171.440.616.058,84    
  1) Semula Rp. 168.015.048.972,80    
  2) Bertambah Rp. 3.425.567.086,04    

   Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnnya setelah Perubahan  Rp. 171.440.616.058,84  

 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00      
  1) Semula Rp. 0,00    

  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan  Rp. 0,00  

 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00    
  1) Semula Rp. 0,00    

  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan  Rp. 0,00  

 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00      

  1) Semula Rp. 0,00    
  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan  Rp. 0,00  

 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00    

  1) Semula Rp. 0,00    
  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan  Rp. 0,00  

 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 300.000. 000,00    
  1) Semula Rp. 300.000.000,00    

  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan  Rp. 300.000.000,00  
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf  b terdiri dari jenis  pembiayaan: 

 a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00    

  1) Semula Rp. 0,00    
  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan  Rp. 0,00  

 b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00    
  1) Semula Rp. 3.000.000.000,00    
  2) Bertambah Rp. 23.815.065.566,98    

   Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan  Rp. 26.815.065.566,98  

 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah   Rp.  0,00    
  1) Semula Rp. 0,00    

  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan  Rp. 0,00  

 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00    
  1) Semula Rp. 0,00    

  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00    

   Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan  Rp. 0,00  
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; 

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 
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Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Lampiran VII Dihapus; 

Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan  Obligasi Daerah. 
 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

 
Pasal 7 

Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo. 

 
 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 4 Oktober 2016 

1 Maret 2018 
BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 
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Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 04-10-2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 5. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : 297 – 5 / 2016 

     Ponorogo, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR HERTIYAWAN, S.H. 

NIP. 19640707 199303 1 008 


